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- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

&

a.. bahwa -:dalam Trangka mewujudkan pelaksanaan

pembinaan - dan perencanaan pengawasan atas

‘;penyele'nggaréan- Pemerintahan Daerah secara  efektif,

efisien, dan terpadu serta méncegah terjadinya

- pembinaan dan perencanaan pengawasan yang tidak

;teréncana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang

‘baik, perlu disusun Kebijakan Pembinaan dan
.Pérehcanaan Penga.Wasan Atas R Penyelenggaraan
Pémefintahan _‘Daerah ‘ kKabupaten Kafanganyér
:I‘ahuh 2020; | | | ‘

bahwa  berdasarkan pertimbangan ; sebagaimana

kdimakéud dalam huruf a dan sesuai Peraturan Menteri

" Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang

“Perencanaan Pengawasan - Penyelenggaraan -

Pemerlntahan Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan
x’Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2020;



e

‘Me;ngiﬂgat" L Undang -Undang Nomor 13 Tahun' 1950 -yt’eynytang k
‘ Pembentukan Daerah Daerah : Kabupatén» " Dalam

ngkungan Prov1n31 Jawa Tengah

o2 Undang Undang Nomor 23 Tahuﬁ :20114 "‘tern\;tang :
‘ Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone31a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

* Negara Repubhk Indonesm Norcor 5587) sebagalmana
telah dlubah beberapa kah terakhlr dengan Undang— |
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua’, g

, atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang '

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indones1a Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indone31a Nomor 567 9)

580 Peraturan Pememntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang "

’S1stem Pengendahan Intern Pemermtah (Lembaran

Negara Repubhk Indones1a Tahun 2008 Nomor 127

-

Tambahan Lembaran Negara Repubhk, Indonesm_ ,\
5 Nomor4890), S : Ty (;‘g\v S
4, Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang o
. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema =
g Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara v

| chubhk Indone51a Nomor 5887), o

5 Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
‘ Pemblnaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemermtahan Daerah (Lembara“l ’Negara Repubhk ‘
Indone31a Tahun 2017 Nornor 73 Tambahan Lernbaran |

s Negara Repubhk Indone31a Nomor 604 1), L '

6 Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 23 Tahun 2007

tentang' Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas >

Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah sebaga1mana' .

telah d1ubah dengan Peraturan Menten Dalam Negerl i
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan , .
Menten Dalam Negerl Nornor 23 Tahun 2007 tentang':‘
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

s Pemermtah Daerah



1”»

7. Peraturan ‘Menteri- Dalam Negerl Nomor 61 Tahun 20 19
tentang Perencanaan ‘ Pengawasan Penyelenggaraan' '

N | Pemerlntahan Daerah Tahun 2020

‘ 8 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan' |
Perangkat , Daerah Kabupaten Karanganyar v

& sebagalmana telah d1ubah dengan Peraturan Daerahr
Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Perubahan ~atas - Peraturan Daerah ' Kabupatenr
Karanganyar"‘ Nomor ',16 Tahun 2016 ~tentang 7’
Pémbentukan_ dan Susunan Perangkat kD‘ae)rrah'
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten :

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22)

: 9 Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 107 Tahun 20 19 e

tentang Kedudukan Susunan Orgamsa31, Tugas Fungs1

. dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 107),

MEMUTUSKAN

© Menetapkan ‘PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN
. DAN PERENCANAAN PENGAWASAN  ATAS
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 'DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020, L
. BABI
~ KETENTUAN UMUM
§ | S Pasal 1 | V
Daiam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan
s 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar :
2 Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar

s 3 Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten

Karanganyar



k1)

. Pemerintah = Daerah adalah penYélenggaraan urusanr

Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan -
Perwakiién Rakyat Daerah menurut asas otohomi ‘dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—luasnya
dalam sistem ’dan prinsip Negara Kesaﬁuan Republik
Indonesia sebagaimaﬁa dimaksud dalam Undang-Undang

D‘asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemblnaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah

usaha tindakan dan keglatan yang d1tuJukan ,untuk

mewu_]udkan tercapalnya tujuan  penyelenggaraan

Pemerlntah Daerah.

. Kebuakan _Pengawasan Pemerintah Daerah = adalah

rencana = pengawasan », periyelenggaraan Pemerivnt‘ahan
Daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus,

dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

adalah usaha, dan tindakan, dan kegiatan yang ditujukan
untuk: ménjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan

A . :
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya

‘disingkat = APIP adalah aparat yang melaksanakan

pengawasan atas penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah

ksesua1 fungsi dan kewenangannya yang mehputl

Inspektorat Jenderal Kementerlan Unit Pengawasan
Lembaga Pemerintah  Non Kementerlan, ‘Inspektorat

Prov1n51 dan Inspektorat Daerah Kabupaten /Kota.

. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan

DeWan, Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

| iJrusan‘ Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



| - BABII
- TUJUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
. - PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2
Tujhan‘Pe'nyusunan Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2020 adalah:
 a. mensinergikan pembinaan dan pengaw.ésan yang
dilakukan oleh - Inspektorat | Jenderal Kementerian,
Inspékfofat Provinsi dan Inspektorat Da_ei‘ah Kabupatén; »
b. meningkatkan penjaminan mutu atas » penyelenggai'aan
?emerintahan Daerah'; ‘
c meriirigkatkan kepercayaan maSYarakat atas pembinaari
| dah péhgawasan oleh Inspektorat Daerah; dan |
d. meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pembinaan dan pengawasan.

_ BAB III
'PEMBINAAN DAN PERENCANAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
N - Umum
Pasal 3
(1) Kebuakan Pembmaan dan Perencanaan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
\mehputl | ‘
a. fokus pemblnaan dan perencanaan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun
> berba31s prioritas dan res1ko
b. sasaran pembinaan dan perencanaan pengawasan atas
penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan
é. Jadwal pelaksanaan pembmaan dan perencanaan
pengawasan ~ atas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah



(2) Kebijakan - Pembinaan dan Perencanaaﬁ Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil
koordinasi antara Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, - Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten.

(3) Fokus dan sasaran = pembinaan dan perenckanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf '

b tercantum dalam Lamplran Peraturan Bupatl ini.

(4) Jadwal pelaksanaanf pembinaan dan perencanaan
pengawasan atas penyeleriggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

b Pasal 4

Kébijakan - Pembinaan ~ dan Perencanaan Pengawasan

sebagairhana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar

pelaksanaan pembinaah dan perencanaan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi:

a. pembinaan dan pengawasan umum; ’

b. pemb{naan ’dan pengawasan teknis; v

C. '"ioemb'inaan dan pengawasan ABupati tefhadap
Peraﬁgkat Daerah; | '

kmerja rutin pengawasan

A

pengawasan pr10r1tas nasional;
pengawalan reformasi birokrasi;

penegakan integritas;

S

pemngkatan kapas1tas APIP; dan

R )
.

Jadwal pelaksanaan
Pasal 5

Inspektorat Daerah melakukan pembmaan dan perencanaan

pengawasan terhadap
a. pemngkatan klnerja perangkat daerah/unlt kerja dan
desa, V,dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam upaya
: .‘friéfidoaro‘hg terwujudnya visi dan misi Bupati; |



.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan
pemerintahan desa di Daerahi dan »

C. percepatan menuju terwujudnya good goi)emance‘ clean -
government, dan pelayanan publik pada Pemermtah

Daerah keglatan mandatory dan penunjang lainnya.

- Pasal 6
Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan

: sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai

dengan pr1or1tas keglatan pengawasan tahun 2020.
Bagian Kedua
- Pelaporan dan Tindak Lanjut’

Hasil Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan

S Pasal 7 |
(1) Hasil pémbinaan | dan  perencanaan | peﬁgawaéan
dima;igkan ‘dalam bentuk laporan hasil pembinaan dan
i)eréhcanaaﬁ pengawasan dan disampaikan kepada ‘
 Kepala Perangkat Déerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. -

(2) Lapdféh hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia,
v t1dak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh
| dlberlkan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

L Pasal 8
(1) Bupat1 Wakil Bupat1 Kepala Perangkat Daerah Wajlb
melaksanakan t1ndak lanJut terhadap hasil pembmaan

dan perencanaan pengawasan.

(2) Uhtuk mefnbantu Bupati dalam melaks‘anakanb tindak
lahjuf;' hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan,
Wa_kii | Bupatib mengkoordinasikan pelaksanaan tindak
}anjut hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan

éebagéimana dimaksud ayat (1).



(3) Dalam - mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut
hasil pémbinaan dan  perencanaan  pengawasan
‘sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Wakil Bupat1
- dibantu oleh Inspektorat Daerah.

(4) Tindak larijut scbagaimaﬁa dimaksud pada ayat ( 1), ayat
{2), dan ayat (3); untuk hasil pembinaan dan perencanaan
‘pehgawasa:n yarig terkait dengan indikasi kerugian negara

. yang, tldak diselesaikan dalam waktu- 60 (enam puluh)
hari kerJa Wakil Bupat1 memerintahkan kepada Majelis
T’I‘untutan Gant1 Rug1 untuk melakukan penyelesaian
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

7 undangan

(5) Tlndak lanjut sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), ayat
(2), plan ayat (3), untuk hasil pemblnaan dan perencanaan
pengawasan yang tidak terkait dengan indikasi keruglan

‘ ,pegal;é yang tidak dilaksanakan paling lama 60 (enarh
puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan
pefehéﬁan‘aén pengawasan diterima, Wakil Bupati
memberlkan pemlalan terhadap Kepala Perangkat Daerah
huntuk d1sampa1kan kepada Bupati = sebagai bahan

' _pertlmbangan dalam pengambllan keputusan pen_]atuhan

sank31 admmlstra81

(6) PenJatuhan sanks1 admlmstras1 sebagalmana dlmaksud
ayat (5) dilakukan secara bertahap berupa:
a. teguran tertulis;

b. jteguran tertuhs kedua dan /atau
c

meng1kut1 program pembinaan khusus pendalaman

 bidang pemerintahan.



| . BABIV .
' KETENTUAN PENUTUP

o v | ‘ Pasal 9 L _
Peraturaﬁ ‘ Bupatl ini_f mula1 berléku , padé_ tanggal
dlundangkan ' -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
| péngundangan. Peraturan Bupati ini d'engan penempatan'r.iya‘ o

. dalam Berita ﬁaerah Kabupaten Kararig_anyar.

" Dltetapkan di Karanganyar -
Pada tanggal oL WW oﬁDo@D :
| ‘BUPA’I‘I KARANGANYAR, f
ttd

R » ‘JULI“YA‘TMONO

> Dlundangkan d1 Karanganyar e

‘,’pada tanggal d %W‘/‘a AOOZ'D,
» SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
: ttd :

",',‘,';SUTARNO IR

BERITA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 2




LAMPIRAN
| - PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
. NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PERENCANAAN  PENGAWASAN ATAS

. - PENYELENGGARAAN PEMERIN TAHAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2020

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
‘ ‘ ‘ " TAHUN 2020

L. ' PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Y

Pembinaan dan Perencanaan PengawaSan merupakéin bagian
~ dari fungsi ",managérhen' organisasi sehingga"fmemiliki' peran yang
- sangat penting  untuk memastikan_ ‘bahwa semua - kegiatan
~ penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah dan

Desa dapat berJalan sesua1 dengan ketentuan yang berlaku

Oleh karena 1tu pemerlntah daerah Kabupaten Karanganyar

harus melakukan pembinaan dan perencanaan pengawasan yang
~efektif agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dankPemerintahan
Desa dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan

- rencana dan ketentuan yang berlaku. Dalam Rencana Pembangunan
, Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Isu strateg1s Kabupaten
/ Karanganyar ~dalam analisis kOIldlSl perencanaan 2018-2023
dlantaranya adalah “Isu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntanbel,
Efisien dan. Efektlf serta Pelayanan yang Berkualitas”. Untuk itu
pemblnaan dan perencanaan pengawasan merupakan permasalahan
| pembangunan - pr1or1tas di Kabupaten Karanganyar, maka peran
pembmaan dan perencanaan pengawasan - dalam penyelenggaraanv

pemerlntahan daerah sangat dlperlukan



Setiap penyalenggaraan kegiatan mulai dafi pérencanaan,

5 pelaksanaan pembinaan dan  pengawasan sampa1 dengan
pertanggungjawaban harus dllaksanakan secara tertib, terkendali,

eﬁ31en efektif dan akuntabel sehlngga penerapan Sistem

Pengendahan Intern Pemerlntah (SPIP) diharapkan mampu menjawab

semua tantangan itu.

Pemblnaan - dan Perencanaanv Penga\&asan atas
: penyelenggaraan Pemermtah Daerah dan Desa oleh Bupati adalah
- proses keglatan . yang ditujukan untuk menjamin agar
penyelenggaraan Pemenntahan Daerah dan Pemerintahan Desa
| berjalan secara efektlf dan efisien sesuai dengan rencana dan
ketentuan - Perundang undangan yang berlaku Pengawasan ini
. dllakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemermtah (APIP) sesuai
bidang kewenangannya masmg—masmg Pengawasan intern _]uga
merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang
. berfungs1 melakukan pemlalan independen atas pelaksanaan tugas
dan fung51 pemerlntah Sehlngga kegiatan pengawasan akan

memberikan manfaat yang dapat dilihat dari berbagal aspek:

1. Aspek pengembangan Sumber Daya Manu31a pengawasan
b_sebagal bentuk pelaksanaan tugas secara professmnal dan
| v.1ndependen dalam tugas pembinaan dan pengawasan.

2. vAspek auditan / obyek pemeriksaan, dengan dlterbltkannya
| Laporan ;—_‘Iasﬂ” ‘Pemeriksaan (LHP) dapat membenkan informasi |
. kesesuaian _ iaeiaksanaan kegiatan dengan norma yang berlaku,

'VSehingga dap‘vat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
perencanaan keglatan selanjutnya '

3. Aspek Pemerlntah Daerah, Laporan Hasil Pemerlksaan (LHP) dapat

' menjad1 sumber informasi pemlalan pelaksanaan tugas Orgamsam

Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Reviu (LHR) sekaligus sebagai

masukan kebuakan lebih lanjut

Agar pemblnaan dan perencanaan pengawasan berjalan sesua1
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlakuy, maka perlu

dltetapkan kebljakan pemblnaan dan perencanaan pengawasan atas
: penyelenggaraan Pemermtahan Daerah di Kabupaten Karanganyar

sebagai acuan dalam menyusun Progam KerJa Pengawasan Tahunan.



I

:"JB.“TUJUAN'DAN SASARAN o

1. ’I‘ujuan kebgakan pembmaan dan perencanaan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah dan Pemermtahan Desa
tahun 2020 sebaga1 berikut '

a. ‘mensmerglkan pembinaan dan perencanaan pengawasan yang
lelakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementenan Inspektorat
Provinsi dan Inspektorat Kabupaten |

b memngkatkan ~penjam1nan ~mutu  atas penyelenggaraan :
Pemerlntahan Daerah e o

C.. 'menlnglgatkan kepercayaan masyarakat atas pembmaan dan

' perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah dan

d. menlngkatkan penataan dan penyempurnaan kebljakan s1stem o "

dan prosedur pengawasan

; 2 Sasaran Kebuakan Pembmaan dan Perencanaan Pengawasan Atas
A Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah Kabupaten Karanganyar
‘ Tahun 2020 sebagal berlkut ‘ ,

a. kuantltatlf yaltu untuk mengetahu1 sampau seberapa Jauh_, :
4 maksud program atau keglatan dalam ukuran kuantltatlf telah 8 ‘-
- tercapa1 | | N | |
b. kuahtat1f yaltu sampa1 seberapa Jauh mutu dan kuahtas |
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan ketentuan k

',‘: yang berlaku | R | ,‘ 4 ”
| c “fungs1ona1 yaltu ukuran untuk mengetahu1 seberapa Jauh
o keg1atan pelaksanaan pekerJaan sesua1 dengan tu_]uan atau-
,fung31 yang telah d1rencanakan dan ST
- d “"eﬁs1en31 ya1tu seberapa Jauh keglatan pelaksanaan pekerjaank

‘ dapat d1kerjakan secara hemat dan cermat
PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN

Dalam rangka upaya pemngkatan kmerja Inspektorat Kabupaten

v Karanganyar yang berorlentas1 pada hasﬂ (outcome) perlu d1tetapkan
'_rumusan Arah Kebl_]akan Pembmaan dan Perencanaan Pengawasan
, sebaga1 pedoman dalam melaksanakan tugas dan fung31 pembmaan dan

5 perencanaan pengawasan terhadap pelaksanaan program keg1atan |

penyelenggaraan pelayanan masyarakat serta pengelolaan setlap ‘sumber

daya sesua1 dengan kebuakan dan rencana yang telah d1tetapkan



"

sekaligus untuk membantu dén mehdorong “agar penyelénggaraan
pemerintahan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis serta |
mendukung visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023
“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” Untuk mewujudkan

harapan dan amanat masyarakat tersebut diperlukan pembinaan dan

. pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan

pembinaan dan pen’gawasan‘ yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah

Kabupaten Karanganyar yaitu melakukan pemblnaan dan pengawasan

terhadap o _ A

1 ’Pelaksanaan’ urusan Ipemér‘iritahan di Daerah Kabupaten' Kafanganyaf'
dengan t1t1k berat pada pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan visi dan misi Bupat1 Karanganyar periode 2018-2023.

2 Pelaksanaan pembmaan dan pengawasan ~atas penyelenggaraan

Pemermtahan Desa d1 Wilayah Kabupaten Karanganyar

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT
DAERAH | |
Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah
' d1fokuskan kepada | 7
‘A. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran: .
1. opt1ma11sas1 perencanaan dan penganggaran daerah
2. pajak dan retnbus1 daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. belanja barang dan Jasa
5. belanJa modal dan
6. saldo temuan ‘hasil pengawasan yang belum d1t1ndak1anjut1
B Pemerlksaan kebljakan daerah dengan sasaran konsistensi
| pelaksanaan kebljakan dengan peraturan perundang-undangan
‘dalam rangka pelaksanaan urusan.
C. Pemerlksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas
| dan fung31 perangkat daerah

D. 'Pemenksaan aset dengan sasaran pengamanan aset yang

d1kuasa1 plhak ketlga




o«

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

meliputi:
A. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
B. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dan
reviu rencana kerja anggaran perubahan;
C. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
D. reviu Laporan Kmerja Instansi Pemerintah;
E. reviu dokumen perencanaan |
F. reviu pengelolaan anggaran
G. reviu pengadaan barang/jasa;
H. reviu DAK dan Dana Desa;
I. reviu LPPD; '
J. reviu bantuan keuangan, |
K. reviu HPS ‘
L. audit kepatuhan UKPBJ;
M. audit Forens1k terhadap Slstem UKPBJ;
N. audlt kepatuhan proses barang jasa;
0. probzty Audit;
P. audit k1nerja
Q pengendahan manajemen pelaksanaan kebijakan Bupati;
R. pemenksaan kinerja perangkat daerah;
S. pemeriksaan dengain tujuan tertentu, antara lain:
‘ 1. pemerlksaan 1nvest1gat1f |
, 2. proses penyelesalan tuntutan perbendaharaan / tuntutan gant1
" . rugi; dan S ‘
3. penghlttlngan kerugian keuangan negara.
T ’ pemerlksaan serentak kas opname; ‘
u. pemenksaan paJak pusat dan penemmaan negara bukan paJak
\/ | pengaduar} masyarakat dan pemenk_saan khusus dengan tujuan
tertentw; - ; , | |
WL evaluas1 Slstem Pengendahan Internal Pemermtah
| X pendampmgan “asistensi dan fa5111tas1 S
k evaluasi Laporan Akuntab111tas Kinerja Instan31 Pemerintah pada

=<

Kegiateu} kinerja  rutin pengaWasan pada  kabupaten

Perangkat Ker]a / Unit Ker]a Kabupaten Karanganyar, dan
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Z. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa‘. Keuangan serta tindak ylanjut hasil pemeriksaan APIP.
V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIVONAL‘

Kegiatar; pengawasan pﬁ&ritas hasional, meliputi:
A. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum
dalam penanganan lapbran /pengaduan  masyarakat yang
berindikasi korupsi;
B. Daerah melalzcukanvpemerikSaan dana desa;

C. Daerah melakukan pemenksaan bantuan operasional sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI
Pengawalan . reforma31 dan birokrasi pada
kabupaten/Kota, mehputl |
A. pemlalan mand1r1 pelaksanaan reformasi b1rokras1
B. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area
penguatan pengawasan meliputi:
1: mstem pengendahan intern pemermtah
2. Kapab111tas APIP |
3. verifikasi laporan hkabrtaw kekayaan penyelenggara
' negara / lapora harta kekayaan aparatur 31p11 negara; )
4. pen11a1an 1nternal zona 1ntegr1tas
S. penanganan benturan kepentmgan
6. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system);
dan L '
‘ 7 . pen‘angariéﬁrfséhgéduan niasYarakat.

c. evaluasi pelayahén publik.

VIL PuNEGAKAN INTEGRITAS
Kegiatan- penegakan 1ntegr1tas pada Daerah, mellputl
A. survey pemlalan mtegntas
B. penanganan laporan gratifikasi;
C. momtormg dan evalua51 aksi pencegahan korupsi; dan
D..

verifikasi pelaporan aksi pencegahan korups1
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'VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP |

5 U owe

Peningkataﬁ kapasitas APIP, dengan fokus:
pemeriksaan investigatif; |
pendampingan pengadaan barang dan jasa;
penerapan sistem manajemeﬁ resiko;
pemveriksaanv dana alokasi khusus; dan

v R
sertifikasi profesi.
NAFL
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